BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 tahun 2015 Perlu dilakukan
penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun
perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan,
kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan,
pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di
Kabupaten Karimun.
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1.

2

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;
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15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1221);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN  TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KARIMUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa Di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2015 Nomor 35), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagali
berikut:

(1)

2

3)

(4)

Pasal 3

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

a.

pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir
masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;

pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan
akhir masajabatan;

laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;

dihapus;

persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pembentukan Panitia Pemilihan

a.

b.

e.

BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh
Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas
unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh
Masyarakat Desa.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan
dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada
Bupati melalui Camat.

Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia
Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a, terdiri dari:

a.

b.
C.
d

Ketua;

Sekretaris;

Bendahara;

Seksi-Seksi antara lain :

a) Seksi Persiapan;

b) Seksi Pencalonan;

c) Seksi Kampanye;

d) Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
e) Seksi Penetapan;

f) Seksi Keamanan; dan

g) disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.

Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam Berita
Acara musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang
ditentukan oleh BPD.
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Apabila diantara Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari
unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau
Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berhenti
karena:

a. meninggal dunia;

b. atas pemintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap;

b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;

c. melanggar tugas dan kewajiban serta tidak lagi memenuhi syarat
untuk menjadi panitia pemilihan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini; dan

d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

)

@)

3
(4)

Pasal 7

Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.

Sumber biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diutamakan untuk:

a. pengadaan Surat Suara;

b. pengadaan Kotak Suara;

c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

e. lain-lain yang dianggap perlu.

Dihapus.

Penggunaan biaya pemilihan dilaporkan oleh panitia sebelum
berakhimya masa tugas panitia pemilihan disampaikan kepada BPD
dengan tembusan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
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3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Yang dapat dipilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.
C.

- SQ

warga Negara Republik Indonesia;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama,
atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh Ilima) tahun pada saat
mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

dihapus;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjaa
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan

Tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;

4. Ketentuan Pasal 18 angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri

atas:

1. Surat Pemyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu mpiah), berisi:

a.
b.

pemyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhann

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
pemyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
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d. pemyataan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun
telah selesai menjalani pidana penjara;

e. pemyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. pemyataan tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan;

g. pemyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pemah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih;

Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang

dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bahwa

tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor

Karimun;

Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter

RSUD Kabupaten Karimun dan atau Puskesmas setempat;

Dihapus;

Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Foto Copy KKyang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Pas foto berwama ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang

wama biru;

Foto copy ljazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan

atau pendidikan lain yang sederajat dan ljazah sebelumnya yang sudah

dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:

a. fotokopi 1jazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan
pendidikan/sekolah ~yang mengeluarkan ijazah/STTB yang
bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota,;

b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan
pendidikan/sekolah ~ yang mengeluarkan ijazah/STTB  yang
bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang
dibuktikan dengan fotokopi 1jazah/STTB vyang dilegalisasi oleh
Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
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d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan
fotokopi ijazah/STTB dan surat Kketerangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud
pernah berdiri; dan

e. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari
satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal W | 2018

BUPATI KARIMUN,

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27 3Q f*( 2018

SEKRET KABUPATEN KARIMUN,

MU?H?- FIRMANSY AH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 21



